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PUTUSAN
Nomor 797/Pdt.G/2016/PA.Wip.

J\m )P
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara
pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara

Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD,
pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone,
selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,
pekerjaan petani, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten
Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sekarang tidak diketahui lagi
alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya
disebut Termohon;

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi di muka

sidang;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18
Agustus 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor
797/Pdt.G/2016/PA.Wtp. tanggal 18 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai
berikut :
1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada
hari Senin tanggal 03 Maret 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten
Bone, sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 216/06/111/1997

Hal 1 dari 11 hal. Put No 797 /Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal
bersama sebagai suami istri selama 19 ( Sembilan belas) tahun lebih.
Awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah nenek Pemohon di
KABUPATEN BONE dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama
Pemohon dan Termohon di KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROPINSI
RIAU, dan telah dikaruniai lima orang anak yang bernama :

a. ANAK 1, umur 18 tahun
b. ANAK 2, umur 15 tahun
c. ANAK 3, umur 13 tahun
d. ANAK 4, umur 13 tahun
e. ANAK 5, umur 8 tahun
Kelima anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon.
3. Bahwa pad awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon

rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan
Termohon sering muncul perselisihan yang disebabkan karena Termohon
sering marah ketika Pemohon menyuruh anak Pemohon dan Termohon

membantu Pemohon bekerja.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak bulan Mei 2016

Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga kini sudah 2 bulan
lebih tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula
Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar serta tidak
diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan
setelah kepergian Termohon, Pemohon kembali ke rumah orang tua

Pemohon di Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, namun tidak

berhasil.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas,

Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama
Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan
datang..
Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang
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memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai

berikut :

Primer :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di
depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama
yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang
mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan .
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap
ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dengan Nomor
797/Pdt.G/2016/PA. Wtp tertanggal 26 Agustus 2016 dan tanggal 27
September 2016 melalui Radio Suara Daya Indah Watampone, sedangkan
tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil

permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan

Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa :
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A. Surat:

Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 216/06/111/1997 tanggal 12 Maret
1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut
telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan

ternyata sesuai ( bukti P)
B. Saksi:

1. SAKSI XX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat

tinggal di Kabupaten Bone.

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri

karena saksi sebagai teman Pemohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di
rumah nenek Pemohon di Desa Maduri, Kecamatan Palakka,

Kabupaten Bone, lalu pergi ke Indragiri Hilir, Propinsi Riau;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 19 tahun

lebih dan telah dikaruniai lima orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun ,
namun sekarang sudah pisah tempat tinggal dimana Termohon pergi
meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas bahkan tidak
diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang sudah mencapai

sekitar 6 bulan lebih.

- Bahwa Pemohon pernah berusaha mencari tahu keberadaan

Termohon, namun tidak berhasil.

2. SAKSI XXY, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat

tinggal di Kabupaten Bone.

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada

pokoknya sebagai berikut :
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- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri

karena sekampung dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di
rumah nenek Pemohon di Desa Maduri, Kecamatan Palakka,
Kabupaten Bone, lalu pergi ke Indragiri Hilir, Propinsi Riau;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 19 tahun
lebih dan telah dikaruniai lima orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak
rukun disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon
dan kepergian Termohon tersebut hingga saat ini tidak diketahui

keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa sejak kepergian Termohon sejak itu pula antara Pemohon dan
Termohon pisah tempat tinggal hingga kini sudah 6 bulan lamanya.

- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha mencari tahu
keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan
sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap

pada pendiriannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Termohon tidak hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh
orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri
persidangan dan permohonan pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu,
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maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg permohonan pemohon
dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Termohon (verstek),

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonanya mendalilkan
bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun disebabkan karena Termohon
sering marah ketika Pemohon menyuruh anak Pemohon dan Termohon
membantu Pemohon bekerja, sehingga dengan kejadian tersebut Termohon
pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sejak kepergian
Termohon sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal,
sekitar 6 bulan lamanya. akibat prilaku Termohon tersebut sehingga antara
Pemohon dan Ternohon pisah tempat tinggal bahkan hingga saat ini Termohon
tidak diketahui keberadaannya di wilatyah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon
yang dilangsungkan pada tanggal 03 Maret 1997 di Kecamatan Tanete
Riattang Timur, Kabupaten Bone, sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai
permohonan Pemohon pada angka 1 sampai angka 6 adalah fakta yang dilihat
sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

diterima sebagai alat bukti;
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Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai
permohonan Pemohon pada point 1 sampai pada point 6 adalah fakta yang
dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang
harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2
Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh
karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan
Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti
fakta kejadian sebagai berikut

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah

dan telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun,

lalu kemudian pada tahun 2013 sering terjadi perselisihan yang terus
menerus yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan
Pemohon dan tidak ada lagi kabar beritanya bahkan Termohon tidak

diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut sejak itu pula antara

Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah 6 bulan

lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya mencari tahu

keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut, maka majelis
Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan

belum pernah bercerai;
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- Bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah
tidak rukun sering terjadi perselisihan yang terus menerus akhirnya
Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak kepergian
Termohon tersebut sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon
pisah tempat tinggal bahkan hingga saat ini Termohon tidak diketahui

lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak

ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah
pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk
keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau
keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3
Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak terpelihara lagi dalam rumah tangga
Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah
berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian
pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali, namun
ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai,
sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon
telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah

tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah berketetapan hati untuk
menceraikan/menalak Termohon, maka majelis hakim perlu mengemukakan
dalil syar’i yang kemudian di ambil alih sebagai pendapat majelis dimana
pemohon telah dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya, berdasarkan dalil
dalam Al-Qur’an surah Al-Bagarah ayat 227:

ol puaw alll o & Wall lgo5< Ol
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Artinya: “Jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya

Allah  maha mendengar lagi maha mengetahui.”

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di
persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah,
sedang permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka
sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg., maka permohonan pemohon dapat
dikabulkan secara verstek. Hal tersebut sejalan dengan dalil syar’| dalam kitab
Ahkamul Qur’an juz Il halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim yang
berbunyi sebagai berikut:

o9 proluoll plS> o Sl (Wl (ne> g
al 5> V plls 969

Artinya:"Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di

persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan

tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, permohonan pemohon telah memenuhi alasan hukum dan Pemohon
belum pernah menjatuhkan talak Raj’| satu kali, maka petitum permohonan
Pemohon pada point 2 mengenai izin talak Raj’| tersebut telah memenuhi
ketentuan Pasal 118 Kompilasi hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;
Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pengadilan memerintahkan
kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan
penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang
mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan setelah
Pemohon mengucapkan lkrar .
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan

kepada pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Abd. Haris bin Sanusi) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang
Pengadilan Agama Watampone;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan
salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone yang
mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten
Bone, yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon
dilangsungkan setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 341.000.00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 28 Rabiulawal 1438 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni
Hamzah,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Husniwati dan Jamaluddin, S.Ag.,
S.E, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh
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Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj.
Rosmini  sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa
hadirnya Termohon;

Hakim anggota Ketua majelis

Dra. Husniwati Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah,M.H
Hakim anggota

Jamaluddin,S.ag,S.E,M.H Panitera Pengganti

Dra. Hj. Rosmini

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
1

ATK Perkara : Rp. 50.000,00

2 Panggilan ; Rp. 250.000,00

3 Redaksi : Rp. 5.000,00

4. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah :  Rp. 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)
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